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Penctapan Pandera Penggant  Nomo T2 3/PM 1
TADXI2020 tanggal 6 Novernber 2020 tentang Penunpian

Pantera Penggant

5  Penetapan Hakm Ketua Pe Misor 1119 Jayapura
Nomor TapR236PM - 1WADXI2020 tanggal & Novernber

2020 tentang Han Sdang

6 Surat tanda tenma panggdan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saks: serta surat-surat lan yang

berhubungan dengan perkara ini
Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 236-K/PM 111 1 ADX 2020
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 1
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ~Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer



Menimbang - Bahwa demi penyelesaian perkara Tf:rrlnvwa‘ int dan r;:;rr;j,:. a

memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 121/
K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkarmar
Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 "‘:""‘,’
karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak
ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dlpf:r',:':arq::ﬂ
maka Penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengac
perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang d-ura;vii ,
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebaga rx’x
tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesual "1‘:”9"’1"
ketentuan perundang-undangan yang barlaku dalam penyeesaan
perkara ini.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapatyd::r,-rm:?::
kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum N2
menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa poxoY perdzna
maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

1. Pasal 9 jo Pasal 40 Undang-undang Rl No. 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun
tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Tgrda‘r:.va Do'mir?ikus
. Yurik, Pangkat Pratu, NRP. 31130693000492, tidak dapat arenma

2 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mer,g"l‘r:?i’—
salinan Putusan beserta berkas perkara ini kepada Odiur Mi=2
pada Oditurat Militer IV-21 Manokwarl.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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